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ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan bipolar
menimbulkan persoalan yuridis yang signifikan, terutama terkait batas kemampuan
bertanggung jawab secara pidana serta bagaimana kondisi kejiwaan tersebut
dipertimbangkan oleh hakim dalam proses pembuktian. Permasalahan ini tidak
hanya berhubungan dengan unsur kesalahan (mens rea), tetapi juga relasi antara
aspek medis dan hukum dalam menilai kapasitas pertanggungjawaban pelaku. Di
sisi lain, penting pula mengkaji bagaimana Lembaga Pemasyarakatan memenuhi
hak-hak narapidana dengan gangguan bipolar sebagai bagian dari mandat
pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan yang berorientasi pada perlindungan,
rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada
dua isu utama, yaitu pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan
oleh pelaku yang mengidap gangguaan bipolar dan implementasi pemenuhan hak
narapidana bipolar di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tersebut, Peneliitian ini
menggunakan teori kriminologi, psikologi kriminal yang digagas oleh W.A. Bonger
dan teori pemasyarakatan yang digagas oleh Dr. Sahardjo, S.H., sebagai pisau
analisis untuk membedah kemampuan bertanggung jawab pelaku yang mengidap
gangguan bipolar serta pemenuhan hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan
yuridis-empiris melalui wawancara dengan hakim, psikiater, dan petugas Lapas,
serta studi dokumen terhadap putusan pengadilan dan peraturan
perundang-undangan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri
kelas IA Sleman dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penyusun menyimpulkan bahwa
hakim tetap menjatuhkan pidana karena pelaku dinilai masih memiliki kemampuan
bertanggung jawab secara hukum dan tidak terdapat Visum et Repertum
Psikiatrikum yang membuktikan, hilangnya. kesadaran total .pada saat perbuatan
terjadi. Dengan demikian, gangguan bipolar hanya diposisikan sebagai faktor yang
meringankan, bukan alasan penghapus pidana. Sementara itu, pemenuhan hak
narapidana bipolar di Lapas Perempuan Kelas-IIB Yogyakarta telah dilaksanakan
sesuai ketentuan normatif dalam Undang-undang Pemasyarakatan, meliputi akses
layanan kesehatan, pembinaan spiritual,” bantuan“hukum, "dan rujukan medis.
Namun implementasinya belum optimal akibat keterbatasan psikolog/psikiater
tetap, rendahnya kompetensi petugas dalam menangani gangguan jiwa, serta tidak
tersedianya program pembinaan yang secara khusus mengakomodasi kebutuhan
mental bipolar. Temuan ini menggambarkan adanya kesenjangan antara pendekatan
yuridis-formal dalam putusan pengadilan dan kebutuhan rehabilitatif substantif
dalam sistem pemasyarakatan terhadap penyandang gangguan mental.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Gangguan Bipolar, Pemasyarakatan.
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ABSTRACT

Criminal acts of abuse committed by perpetrators with bipolar disorder raise
significant legal issues, particularly regarding the limits of criminal responsibility
and how mental health conditions are considered by judges in the evidentiary
process. This issue is not only related to the element of fault (mens rea), but also
the relationship between medical and legal aspects in assessing the perpetrator's
capacity for responsibility. On the other hand, it is also important to examine how
correctional institutions fulfill the rights of prisoners with bipolar disorder as part
of the mandate of guidance in the correctional system, which is oriented towards
protection, rehabilitation, and social reintegration. Thus, this study focuses on two
main issues, namely the judge's consideration in deciding cases of abuse by
perpetrators with bipolar disorder and the implementation of fulfilling the rights of
bipolar prisoners at the Yogyakarta Class IIB Women's Correctional Institution.

To examine and answer these questions, this study uses criminology theory,
criminal psychology as proposed by W.A. Bonger, and correctional theory as
proposed by Dr. Sahardjo, S.H., as analytical tools to dissect the accountability of
perpetrators with bipolar disorder and the fulfillment of inmates' rights in
correctional institutions. The method used is empirical legal research with a
Juridical-empirical approach through interviews with judges, psychiatrists, and
prison officials, as well as document studies of court decisions and legislation. The
research was conducted at the Sleman Class 1A District Court and the Yogyakarta
Class IIB Women's Correctional Institution.

Based on the analysis, the author concludes that judges still impose criminal
penalties because perpetrators are deemed to still have legal responsibility and
there is no psychiatric report proving total loss of consciousness at the time of the
act. Thus, bipolar disorder is only positioned as a mitigating factor, not a reason
for exemption from punishment. Meanwhile, the fulfillment of the rights of bipolar
inmates at the Yogyakarta Class, [IB Women's, Correctional, Institution has been
carried out in accordance with the normative provisions' in the Correctional Law,
including. access to health services, spiritual guidance; legal assistance, and
medicalveferrals. However, implementation has not been optimal due to a shortage
of permanent psychologists/psvchiatrists, lowicompetence of officers in handling
mental disorders, and the-unavailability ‘of ‘guidance programs that specifically
accommodate the mental needs of bipolar individuals. These findings illustrate the
gap between the formal legal approach in court decisions and the substantive
rehabilitative needs in the correctional system for people with mental disorders.

Keywords: Criminal Responsibility, Bipolar Disorder, Corrections.



MOTTO

“Takdir adalah milik Allah, tapi usaha dan do’a adalah milik kita. Terus berdo’a

dan berusaha sampai bismillah menjadi Alhamdulillah”

(QS. Ghafir Ayat 60)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah milik
mereka yang senantiasa berusaha”

(B.J. Habibie)

"Kalau anda tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau
masih belum bisa, bantulah satu orang. Jika masih belum bisa, minimal jangan

menyulitkan apalagi menyakiti orang lain."

“We Must Do, What We Can Do”

(Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Criminal Liability atau dalam bahasa Indonesia berarti pertanggungjawaban
pidana adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung
konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang
merugikan.! Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana sangat
erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk memahami dan
mengendalikan perbuatannya. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban
pidana jika memiliki kesadaran hukum dan kemampuan untuk mengendalikan
tindakan yang dilakukannya. Namun, jika seseorang yang melakukan tindak
pidana mengalami gangguan kejiwaan, muncul sebuah pertanyaan sejauh mana
ia dapat dimintai pertanggungjawaban.

Van Hamel dalam bukunya yang berjudul "Inleiding tot de studie van
het Nederlandsche Sstrafrecht" | mengemukakan ‘bahwa ada tiga macam
kemampuan seseorang untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana, yakni:

a. ‘Memahami, arti dan akibat perbuatannya sendiri (die om
feitelijkenstrekking der eigen handelingen te begrijpen);
b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang

oleh masyarakat (die om het maatschappelijk ongeoorloofde van

! Dicky Fachrozy, Budi Sastra Panjaitan, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Penyakit Bipolar dalam Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi, Jurnal Hukum dan Pranata
Sosial, Vol. 5, No. 1, (2023), hlm 637.



die handelingen te beseffen); dan
c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan (die om te aanzien
van die handelingen den wil te bepalen). 2
Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi adalah tindak
pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya tindak
pidana yang ditujukan terhadap tubuh manusia. Tindak pidana penganiayaan
merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam KUHP, namun
didalam KUHP tidak dijelaskan arti dari penganiayaan tersebut.3 Penganiayaan
dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari ringan hingga berat. Dalam
beberapa kasus belakangan ini, penganiayaan dilakukan oleh pelaku yang
mengalami gangguan kejiwaan, seperti pelaku yang mengidap gangguan
bipolar. Gangguan ini dapat mempengaruhi sikap dan cara seseorang dalam
mengambil keputusan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan
mereka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.
Gangguan bipolar adalah gangguan yang ditandai dan memiliki ciri
khas-yaitu naik turunnya mood.secara ekstrim yang disertai dengan kenaikan
maupun penurunan aktivitas dan energi yang mencakup episode mania dan

depresi.# Sesuai dengan makna kata pembentukannya, “bi” berarti dua dan

2 Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal
Hukum Positum, Vol. 5, No. 2, (2020), hlm 14.

3 Aulia Parasdika, dkk, Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan, Journal of Criminal Law, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm 70.

4 Putu Hening Wedanthi, “Studi Kasus Dinamika Psikologis Penderita Bipolar Disorder,”
Jurnal Pendidikan Tambusai 6, no. 1 (2022), Hlm 2580.



“polar” berarti kutub.5> Dalam fase mania, seseorang mungkin menunjukkan
peningkatan energi yang tidak terkendali, kecenderungan untuk bertindak
impulsif, serta perilaku yang cenderung agresif. Dalam situasi tertentu, hal ini
dapat menyebabkan tindakan kriminal seperti penganiayaan. Di sisi lain, pada
fase depresi individu cenderung kehilangan motivasi hingga merasa putus asa
dan bahkan memiliki pikiran untuk melukai dirinya sendiri. Kondisi seperti ini
menimbulkan kompleksitas dalam menilai apakah pelaku dengan gangguan
bipolar dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindakan kriminal yang
dilakukannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Jiwa, regulasi di Indonesia memang mengatur definisi umum mengenai Orang
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), tetapi tidak secara spesifik menyebutkan
jenis gangguan tertentu seperti bipolar. Dalam praktik medis, diagnosis bipolar
di Indonesia mengacu pada pedoman internasional seperti ICD-10/11 dan
DSM-5, yang juga digunakan oleh psikiater sebagai dasar memberikan
keterangan di persidangan. Hal .ini. menimbulkan perdebatan di kalangan
hukum pidana, apakah bipolar dapat digolongkan sebagai “gangguan jiwa
berat” yang membebaskan pertanggungjawaban pidana, ataukah sekadar
menjadi faktor yang meringankan.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2024 terkait tindak pidana

penganiayaan menghadirkan wurgensi untuk emninjau kembali aspek

5 “Apa Itu Bipolar? Kenali ini Ciri dan Tingkah Laku Pengidap Bipolar Disorder”,
https://edukasi.okezone.com/read/2023/04/14/65/2798629/apa-itu-bipolar-kenali-ini-ciri-dan
tingkah-laku-pengidap-bipolar-disorder?page=3, Di akses 18 Februari 2025.



https://edukasi.okezone.com/read/2023/04/14/65/2798629/apa-itu-bipolar-kenali-ini-ciri-dan%20tingkah-laku-pengidap-bipolar-disorder?page=3
https://edukasi.okezone.com/read/2023/04/14/65/2798629/apa-itu-bipolar-kenali-ini-ciri-dan%20tingkah-laku-pengidap-bipolar-disorder?page=3

kemampuan bertanggung jawab, mengingat terdakwa didagnosis menderita
gangguan afektif bipolar berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum.
Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Smn menjadi relevan untuk dikaji karena
secara jelas menunjukkan bagaimana majelis hakim memposisikan gangguan
bipolar dalam kerangka pertanggungjawaban pidana. Hakim menilai bahwa
meskipun terdakwa didiagnosis mengidap gangguan bipolar, kondisi tersebut
tidak menghilangkan kemaampuannya untuk memahami serta membedakan
perbuatan yang benar dan yang salah, sehingga terdakwa tetap dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana.

Pertimbangan hakim yang menempatkan gangguan bipolar semata-
mata sebagai faktor yang meringankan pendekatan hukum pidana positif yang
menitikberatkan pada kemampuan bertanggung jawab pada saat perbuatan
dilakukan. Pendekatan ini secara normatif tidak bertentangan dengan asas
legalitas dan doktrin pertanggungjawaban pidana, namun sekaligus membuka
ruang kajian kritis mengenai keterbatasan sistem peradilan pidana dalam
mengakomodasi gangguan kejiwaan yang bersifat episodik. Kondisi tersebut
menjadi semakin relevan untuk ditelaah~ketika perkara telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan pelaku harus menjalani pidana di lembaga
pemasyarakatan, di mana pemenuhan hak, perawatan kesehatan jiwa, dan
pembinaan yang sesuai menjadi bagian integral dari tujuan pemidanaan itu
sendiri.

Kondisi putusan tersebut yang menempatkan gangguan bipolar sebagai

faktor meringankan juga berimplikasi ketika narapidana tersebt selanjutnya



menjalani pidana dilembaga pemasyarakatan, di mana penanganan gangguan
ksehatan mental menjadi bagian tak terpisahkan dari hak warga binaan.
Fenomena yang terjadi dalam praktik pemasyarakatan di Indonesia
menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak hanya berfungsi
sebagai tempat penghukuman, melainkan juga sebagai ruang pembinaan yang
bertujuan untuk reintegrasi sosial narapidana. Namun kondisi di lapangan
masih menghadapi berbagai persoalan, terutama dalam menangani narapidana
yang memiliki gangguan jiwa, termasuk penderita bipolar. Lapas seringkali
mengalami keterbatasan tenaga medis, fasilitas kesehatan jiwa, serta program
rehabilitasi yang terintegrasi, sehingga pemenuhan hak mental narapidana
sering kali belum sesuai dengan standar hukum yang berlaku.®

Akibatnya terdapat risiko ganda, di satu sisi narapidana tidak
memperoleh perawatan yang memadai, di sisi lain tujuan pemasyarakatan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan, yaitu memberikan pengayoman, perlindungan hak asasi
manusia, dan reintegrasi sosial . akan _ sulit_ tercapai.. Kejadian ini
memperlihatkan = adanya kesenjangan “antara * idealitas “normatif sistem
pemasyarakatan dengan realitas pelaksanaannya, khususnya terkait perlakuan
terhadap narapidana dengan kebutuhan khusus seperti penderita bipolar. Oleh
karena itu, penelitian ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana hakim

mempertimbangkan aspek hukum pidana, hak asasi manusia, dan tujuan

6 Qctenta C., Budijanto O.W.B.W., & Ashari A., The Obstacles and Strategies: Mental
Health Services at Correctional Institution, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 18 No. 3 (2024),
hlm. 237-254.



pemasyarakatan terhadap pelaku dengan gangguan bipolar dalam tindak pidana
penganiayaan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan,
permasalahan hukum yang muncul dalam objek dan fokus penelitian ini
memerlukan solusi yang mampu memberikan kepastian hukum. Dengan dasar
tersebut, penulis akan melaksanakan penelitian skripsi berupa kajian yuridis
dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGIDAP

GANGGUAN BIPOLAR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diangkat oleh penyusun di atas, dalam hal ini
penyusun membuat rumusan masalah untuk dikaji lebih lanjut sebagaimana
berikut:
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana
penganiayaan yang pelakunya mengidap gangguan bipolar?
2.. Bagaimana pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan pemenuhan

hak terhadap narapidana pengidap gangguan bipolar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk Menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-
faktor seperti kondisi kesehatan mental pelaku, khususnya gangguan

bipolar dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan.



b.

Untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana Lembaga
Pemasyarakatan memenuhi hak-hak narapidana yang mengidap
gangguan bipolar, termasuk akses terhadap perawatan kesehatan
mental, perlindungan dari diskriminasi dan fasilitas yang mendukung

pemulihan.

2. Kegunaan Penelitian

a.

Secara Teoritis

Penyusun berharap atas hasil penelitian ini dapat memberikan
sumbangsih berupa wawasan dalam ilmu hukum pidana, khususnya
terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami
gangguan bipolar. Lebih lanjut penyusun berharap penelitian ini dapat
memperkaya literatur hukum mengenai hubungan antara gangguan
kejiwaan dan tanggung jawab hukum dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia.

Secara Praktis

Penyusun berharap atas penelitian ini dapat membantu memberikan
pemahaman kepada para praktisi hukum termasuk hakim, jaksa, dan
pengacara, mengenai pentingnya mempertimbangkan kondisi
kesehatan mental dalam proses peradilan. Hal ini bertujuan untuk
menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam mengevaluasi sejauh
mana individu yang mengalami gangguan bipolar dapat dimintai
pertanggungjawaban secara pidana. Selain itu, diharapkan dapat

memberikan rekomendasi terkait kebijakan hukum dalam menangani



kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan pelaku dengan masalah

kejiwaan.

D. Telaah Pustaka
Telaah Pustaka atau Kajian Literatur adalah kajian yang bertujuan untuk
memahami penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang
sedang diteliti oleh penyusun, guna menghindari kesamaan penelitian. Berikut

penelitian-penelitian yang relevan, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang berjudul ““ Implementasi Pasal 44 Kuhp Dalam
Alasan Penghapusan Pidana Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi
Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wat. Dan Nomor 265/Pid.B/2020/Pn Sbg.
Tentang Penganiayaan.), Karya Areta Qatrunnada, 2022.” Hasil penelitian ini
membahas implementasi Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) terkait alasan penghapusan pidana bagi orang dengan gangguan jiwa,
dengan fokus pada dua putusan pengadilan: Nomor 35/Pid.B/2019/PN Wates
dan Nomot.265/Pid.B/2020/PN Sibolga. Penelitianimenunjukkan bahwa dalam
putusan pertama, hakim tidak menganggap bukti kartu rawat jalan sebagai
alasan penghapus pidana karena terdakwa tidak memenuhi kriteria gangguan
jiwa yang diatur dalam Pasal 44 KUHP. Sebaliknya, dalam putusan kedua,
hakim memutuskan untuk memberikan alasan penghapus pidana karena

terdakwa terbukti mengalami gangguan jiwa berat. Fokus penelitian ini adalah

7 Areta Qatrunnada, “Implementasi Pasal 44 Kuhp Dalam Alasan Penghapusan Pidana Bagi
Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wat. Dan Nomor
265/Pid.B/2020/Pn Sbg. Tentang Penganiayaan.)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).



pada implementasi Pasal 44 KUHP terkait alasan penghapusan pidana bagi
orang dengan gangguan jiwa, dengan analisis terhadap pertimbangan hakim
dalam dua putusan pengadilan, yaitu Nomor 35/Pid.B/2019/PN Wates dan
Nomor 265/Pid.B/2020/PN Sibolga. Adapun perbedaanya ialah penelitian ini
lebih spesifik membahas penganiayaan yang dilakukan oleh pengidap bipolar

dalam satu putusan spesifik.

Kedua, Jurnal yang berjudul ““ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Penyakit Bipolar dalam Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi.”
Karya Dicky Fachrozy, Budi Sastra Panjaitan, 2023. Hasil Penelitian ini yaitu
Berdasarkan Pasal 44 KUHP dan Undang-undang No. 18 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Jiwa, seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat tidak dapat
sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, penelitian ini
menemukan bahwa penderita bipolar tetap dapat dikenakan sanksi pidana jika
terbukti melakukan tindak kejahatan dalam keadaan sadar atau tidak sedang
mengalami episode gangguan akut. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum,
diperlukan pemeriksaan kesehatan jiwa yang komprehensif serta pertimbangan
dari ahli, .untuk menentukan sejauh. mana - pelaku dapat dimintai
pertanggungjawaban. Penelitian ini menelaah apakah penderita bipolar dapat
dikenakan sanksi pidana, serta bagaimana hukum di Indonesia mengatur
pertanggungjawaban bagi individu dengan gangguan jiwa dalam kasus
penyebaran konten pornografi. Sedangkan dalam penelitian yang akan
dilakukan akan berfokus kepada pertimbangan hakim terhadap pelaku

penganiayaan yang mengidap bipolar.
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Ketiga, Jurnal yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Gangguan
Bipolar Ditinjau dari Perspektif Psikologi Kriminal” Karya dari Herman, Oheo
Kaimuddin Haris, Handrawan, Sabrina Hidayat, Sahrina Safiuddin, Cucu
Sutarwan, 2022.% Hasil penelitian ini menganalisis faktor penyebab pelaku
dengan gangguan bipolar melakukan kejahatan dari perspektif psikologi
kriminal dan pertanggungjawaban pidana mereka. Penelitian menemukan
bahwa gangguan bipolar dapat memicu tindakan kriminal ketika individu
mengalami tekanan yang menyebabkan hilangnya kesadaran. Terdapat tiga
jenis gangguan bipolar: Episode I, Episode II, dan Episode Campuran. Pelaku
dengan Episode I dan II masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,
meskipun dengan gejala yang mengganggu. Namun, pada Episode Campuran,
di mana gejala psikotik muncul, individu dapat menggunakan gangguan mental
sebagai alasan pemaaf berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP. Fokus penelitian
ini adalah pada analisis faktor-faktor yang menyebabkan individu dengan
gangguan bipolar melakukan kejahatan serta pertanggungjawaban pidana
mereka dalam konteks psikologi kriminal. Sedangkan penelitian yang diajukan
lebih fokus pada pertimbangan hukum dan penerapan Pasal 44 KUHP dalam

kasus penganiayaan serta menekankan pada aspek psikologis.

Keempat, Jurnal yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi

Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan

8 Herman dkk., Pertanggungjawaban Pidana Gangguan Bipolar Ditinjau dari Perspektif
Psikologi Kriminal, Jurnal Halu Oleo Legal Research, Vol. 4, No. 2, (2022).
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Hukum Positif”. Karya dari Orintina Vavinta Ida, Nany Suryawati, 2023.° Hasil
penelitian ini menyoroti pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana
yang mengalami gangguan mental menurut hukum positif di Indonesia.
Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pasal 44 KUH Pidana mengatur bahwa
individu dengan gangguan mental tidak dapat dikenakan hukuman karena
dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, terdapat
kekaburan dalam pasal tersebut mengenai batasan kemampuan bertanggung
jawab, yang menyebabkan perdebatan dalam penegakan hukum. Peneliti
menekankan perlunya definisi yang lebih jelas mengenai kondisi mental yang
mempengaruhi pertanggungjawaban pidana agar keadilan dapat ditegakkan,
baik bagi korban maupun pelaku dengan gangguan mental. Fokus penelitian
ini adalah pada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang
mengalami gangguan mental, serta hubungan antara kondisi mental dan
kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur situasi
tersebut dalam KUH Pidana. Sementara penelitian ini_lebih fokus mengenai

kekaburan hukum dalam pasal 44 KUHP.
E. Kerangka Teoritik

Menurut Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd., Kerangka teori adalah serangkaian

cara berpikir yang di bangun dari beberapa teori-teori untuk membantu

® Orintina Vavinta Ida, Nany Suryawati, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak
Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif,Jurnal Binamulia Hukum,
Vol. 12, No. 2, (2023).
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penyusun dalam meneliti.' Kerangka teoritis merupakan alat penting untuk
menilai relevansi aturan hukum yang digunakan dalam kajian ilmiah.
Berdasarkan hal tersebut, penyusun telah memilih beberapa teori yang akan
digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji rumusan masalah dalam

penelitian ini, diantaranya:

a. Teori Kriminologi
Menurut W.A. Bonger seorang ahli kriminologi, mengatakan bahwa
kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari dan menyelidiki
penyebab serta gejala kejahatan dalam cakupan yang luas.!! Lebih
lanjut W.A. Bonger kemudian membagi kriminologi murni yang
mencakup sebagai berikut:

1) Criminal Antropology, llmu ini mempelajari manusia yang
melakukan kejahatan (somatios) dengan mencari jawaban
mengenai ciri-ciri fisik yang mungkin dimiliki oleh pelaku
kejahatan, serta meneliti apakah ada kaitan antara suku
bangsa dan tindak kejahatan.

2)-Criminal. Sosiology, llmu ini mengkaji kejahatan sebagai
fenomena sosial, dengan tujuan memahami sejauh mana
faktor-faktor ~dalam masyarakat menjadi penyebab

munculnya kejahatan.

10 Arsy Shakila Dewi, “Pengaruh Penggunaan Website Brisik.Id Terhadap Peningkatan
Aktivitas Jurnalistik Kontributor,” KomunikA 17, no. 2 ( 2021), him 1-14.
' Yesmil Anwar loc.cit, Kriminologi, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013)hlm. 6-7.
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3) Criminal Psychology, llmu ini fokus pada studi tentang
pelaku kejahatan dari sudut pandang psikologis,
menganalisis kondisi kejiwaan yang memengaruhi perilaku
kriminal.

4) Psikopatology dan Neuropatology Kriminal, ilmu tentang
penjahat yang sakit jiwa.

5) Penology, ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam
hukum pidana Adalah ilmu tentang tumbuh dan

berkembangnya hukuman.

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan sistematis
mengenai penyebab kejahatan secara sistematis merupakan hal yang
relatif baru, meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh
berbagai ahli kriminologi. Dalam memahami pertanggungjawaban
pidana bagi pelaku tindak penganiayaan yang mengidap gangguan
bipolar, dalam penelitian ini menggunakan teori kriminologi yang
relevan. Teori ini membantu menjelaskan faktor-faktor penyebab
kejahatan, kondisi mental pelaku, serta,bagaimana sistem hukum
menilai tanggung jawab seseorang yang mengalami gangguan

kejiwaan, yakni sebagai berikut:

1) Teori Psikologi Kriminal
Psikologi Kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang
mempelajari psikologi (kondisi perilaku atau kejiwaan) si

penjahat serta semua atau yang berhubungan baik langsung
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maupun tak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan
keseluruhan keseluruhan akibatnya. Berdasarkan pengertian
tersebut maka dapat ditarik pemahaman bahwa ilmu
psikologi  kriminal merupakan suatu metode yang
dipergunakan guna mengidentifikasi penyebab terjadinya
kejahatan yang diakibatkan oleh kelainan perilaku atau faktor

kejiwaan si pelaku tindak pidana.'?

Psikologi kriminal dalam hal ini juga mempelajari
tingkah laku individu itu khususnya dan juga mengapa
muncul tingkah laku asosial maupun bersifat kriminal.
Tingkah laku individu atau manusia yang asosial itu ataupun
yang bersifat kriminal tidaklah dapat dipisahkan dari
manusia lain, karena manusia yang satu dengan lainnya
adalah merupakan suatu jaringan dan mempunyai dasar yang

sama.

Selanjutnya, Bambang - Sunggono  menyebutkan
bahwa analisis perilaku kejahatan/ melalui pendekatan
psikologi membantu mengungkap motif tersembunyi dan
kondisi batin pelaku yang tidak tampak secara lahiriah.?
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban

pidana yang menuntut adanya kesadaran pelaku terhadap

12 Lis Yulianti Syafrida Siregar, Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Tindak Pidana
Mutilasi; Suatu Tinjauan Psikologi Kriminal, 6 (2020).
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perbuatannya. Dalam kasus pelaku penganiayaan yang
mengidap gangguan bipolar, teori psikologi kriminal
berperan penting untuk menilai apakah perilaku agresifnya
merupakan hasil dari gangguan kejiwaan yang meniadakan
kesalahan, atau justru masih dalam batas kesadaran yang

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dari sisi empiris, Lis Yulianti Syafrida Siregar
menjelaskan bahwa psikologi kriminal meneliti keterkaitan
antara dorongan batin, emosi, dan pengalaman traumatik
dengan munculnya perilaku kriminal. Dalam konteks
gangguan bipolar, gejala seperti perubahan suasana hati
ekstrem, impulsivitas, dan ketidakseimbangan emosional
sering kali menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan.
Namun, tidak semua penderita bipolar kehilangan
kemampuan untuk membedakan benar dan salah. Karena itu,
teori psikologi kriminal = tidak  bertujuan. membenarkan
tindakan,pelaku, melainkan memahami secara ilmiah tingkat
kesadaran dan kontrol dirinya pada saat tindak pidana

dilakukan.

Dalam penelitian ini, teori psikologi kriminal
berfungsi sebagai kerangka analisis interdisipliner yang
menjembatani aspek hukum dan psikologis. Melalui teori ini,

peneliti  dapat  menilai  apakah  hakim  telah
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mempertimbangkan kondisi kejiwaan terdakwa secara
proporsional dan ilmiah dalam menjatuhkan putusan. Namun
demikian, apabila hakim mengabaikan aspek psikologis dan
hanya berpegang pada pendekatan yuridis-formal, maka
putusan berisiko tidak mencerminkan keadilan substantif.
Dengan kata lain, teori psikologi kriminal menegaskan
bahwa pemidanaan terhadap pelaku dengan gangguan
bipolar seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan
keseimbangan antara tanggung jawab hukum dan

pemahaman terhadap kondisi kejiwaan manusia.

b. Teori Pemasyarakatan
Teori atau Asas Pemasyarakatan dipopulerkan oleh Sahardjo, yang
pada saat itu menjabat sebagai Menteri Departemen Kehakiman
Republik Indonesia pada tahun 1962. Konsep ini dikembangkan
sebagai jawaban atas perubahan sistem eksekusi di Indonesia, yang
sebelumnya menggunakan sistem kepenjaraan sebagai sarana balas
dendam. Teori ,pemasyarakatan memberikan perubahan sebagai
salah satu bentuk pengamalan desentralisasi kepemimpinan yang
dipengaruhi berbagai cabang ilmu pemidanaan dengan konsep
reformasi dan rehabilitasi melalui proyek reintegrasi sosial bagi

warga binaan pemasyarakatan. '3

13 Dede Kania, “Pidana Penjara dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal
Hukum Yustisia, (2024).
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Filosofi retributif (pembalasan) dan deterrence (penjeraan)
telah ditinggalkan oleh sistem Pemasyarakatan, yang kini berfokus
pada reintegrasi sosial. Pemidanaan tidak lagi dimaksudkan untuk
menimbulkan penderitaan sebagai bentuk pembalasan atau
penjeraan, dan terpidana tidak lagi dianggap sebagai individu yang
kurang sosialisasi. Sebagai gantinya, tujuan pemidanaan diarahkan
pada pemulihan konflik antara terpidana dan masyarakat, sehingga
terpidana dapat disatukan kembali dengan lingkungan sosialnya.

Sebagai wujud nyata dari konsep pemasyarakatan ialah
diterapkannya mekanisme pengembangan diri bagi warga binaan di
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal ini sejalan dengan semangat
yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28C ayat (1), yang
menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui
pemenuhan hak-hak dasar, seperti pendidikan, teknologi, seni, dan
budaya. Tujuannya _adalah meningkatkan kualitas hidup warga
binaan setelah mereka menyelesaikan masa pembinaan di lapas.!'*

Pada dasarnya teori ini berfungsi untuk memenuhi dan
melindungi hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana dengan
memahami karakteristik mereka. Ketika alasan di balik tindak

kejahatan telah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah

4 Fachrurrozy Akmal, Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pemidanaan dalam
Integrasi Ilmu Pengetahuan, Jurnal Artikel; Khatulistiwa Law Review; (2020).
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memberikan pembinaan dan perawatan yang sesuai. Upaya ini
penting dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan,
mengubah kepribadian menjadi lebih baik, serta mengurangi
keinginan pelaku untuk mengulangi tindak pidana di masa depan.'’

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan teori
pemasyarakatan sebagai alat bedah untuk menganalisis kesesuaian
perlakukan yang dilakukan oleh sistem pemasyarakatan dengan
mempertimbangkan beberapa aspek yang telah tercantum dalam
Undang-Undang Pemasyarakatan, antara lain:

1) Pengayoman, yang berarti bahwa perlakuan terhadap
narapidana  bertujuan melindungi  masyarakat  dari
kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh narapidana,
juga memberikan bekal hidup kepada narapidana agar
menjadi warga yang berguna dalam masyarakat;

2) Non Diskriminasi, yang berarti bahwa adanya persamaan
perlakuan dan pelayanan kepada setiap narapidana;

3) 'Kemanusiaan, yang berarti bahwa—dalam pelaksanaan
pembinaan, sistem pemasyarakatan akan selalu menghormati
harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain, narapidana

akan tetap diperlakukan seperti manusia;

15 Didin Sudirman, Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan
Pidana di Indonesia, (Jakarta: Alnindra Dunia Perkasa, 2007), him. 9.
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4) Gotong Royong, yang berarti pembinaan dilakukan secara
kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak untuk
mencapai keberhasilan;

5) Kemandirian, yang bertujuan mengembangkan potensi diri
narapidana, termasuk Tahanan, Anak, dan Warga Binaan,
sesuai dengan kemampuan mereka untuk meningkatkan
kualitas hidup;

6) Proporsionalitas, yang menekankan keseimbangan dalam
perlakuan dengan mempertimbangkan kebutuhan, hak, dan
kewajiban masing-masing narapidana;

7) Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya
penderitaan, yang berarti meskipun narapidana harus
menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan atau
Rumah Tahanan, negara tetap wajib memenuhi hak-hak
mereka dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki
diri;

8) "Profersionalitas, ‘yang' berarti ‘ bahwa-pelaksanaan fungsi
pembinaan dilaksanakan berdasarkan tata kelola yang

transparan dan akuntabel.'®

Tujuan akhir dari pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

adalah menumbuhkan kesadaran narapidana untuk tidak mengulangi

16 Febriana Putri Kusuma, “Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan dalam
Sistem Pemasyarakatan ”, Jurnal Recidive, Vol. 2, No. 2, (2023), him 106.
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tindak pidana, sekaligus memulihkan hubungan dengan masyarakat.
Pembinaan bukan hanya berfokus pada penyesuaian perilaku, tetapi
juga pada transformasi karakter sehingga narapidana mampu hidup
mandiri, produktif, dan berintegrasi kembali secara sehat di

lingkungan sosialnya.

Dalam konteks narapidana dengan gangguan bipolar,
pemenuhan hak ini memiliki dimensi tambahan, yaitu penyediaan
perawatan medis dan psikologis yang memadai. Program pembinaan
harus memperhatikan kondisi kejiwaan narapidana, sehingga
rehabilitasi dan stabilisasi emosional dapat tercapai. Dengan
demikian, teori pemasyarakatan tidak hanya melindungi hak-hak
dasar narapidana, tetapi juga memastikan bahwa proses pembinaan
benar-benar mengarah pada perbaikan diri dan pencegahan

residivisme.
F. Metode Penelitian

Metode  penelitian ' merupakan ‘suatu  teknik atau / prosedur untuk
mengumpulkan dan‘menganalisa data.'” Menurut Prof. Prof. Dr. Sugiyono,
metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.!® Dengan demikian, metode

17 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi
Media Publishing, 2015), hlm. 99.

18 Sugiyono, Metode Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 5
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penelitian dapat dipahami sebagai suatu prosedur yang terdiri dari
serangkaian langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk memperoleh

pengetahuan baru secara objektif dan terukur.
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penyusun gunakan adalah penelitian
hukum empiris (empirical legal research) dengan cara penelitian
lapangan (field research). Penelitian hukum empiris adalah metode
penelitian hukum yang berorientasi pada hukum dalam makna yang
nyata serta meneliti bagaimana suatu peraturan hukum berlaku di
masyarakat.!” Dalam penelitian ini penyusun ingin mendapatkan
gambaran lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana
bagi pelaku yang mengidap bipolar serta bagaimana pihak Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta memberikan pemenuhan hak
terhadap narapidana pengidap gangguan bipolar selama masa

pertanggungjawaban pidana.
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif-analistis. Deskriptif diartikan sebagai model penelitian
yang menjelaskan sesuatu seperti apa adanya (as it is) secara

mendalam menggunakan cara pendeskripsian masalah melalui

19 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm.
83.
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pengumpulan, penyusunan dan analisis data.?’ Sedangkan sifat
analitis digunakan sebagai pisau analisa peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. Desain penelitian ini
digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang
sedang dihadapi pada situasi sekarang.?! Penyusun akan
menggambarkan bagaimana gejala maupun fakta-fakta serta
menganalisis permasalahan yang terdapat dalam putusan perkara

Pengadilan Negeri Sleman.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan untuk mengkaji isu hukum
dalam skripsi adalah Pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini
memandang hukum bukan hanya sebagai norma tertulis (law in the
books), tetapi juga sebagai praktik yang hidup dan dijalankan di
masyarakat (law in action). Dengan demikian, penelitian ini
berfokus pada bagaimana ketentuan hukum mengenai pemenuhan
hak * narapidana benar-benar = dilaksanakan '~ di  Lembaga
Pemasyarakatan,’ khususnya /' tethadap narapidana pengidap
gangguan bipolar. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena mampu
menggambarkan kesenjangan atau kesesuaian antara norma hukum

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan

20 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004) hlm. 128
2l Amiruddin & Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004), him. 119.
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implementasi riil di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian
tidak hanya bersifat deskriptif terhadap aturan hukum, melainkan

juga analitis terhadap efektivitas pelaksanaannya.

4. Bahan Hukum Penelitian

1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh secara
langsung melalui wawancara dengan hakim, psikiater, dan
petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB
Yogyakarta, serta melalui kajian terhadap putusan pengadilan
yang relevan. Wawancara dengan hakim bertujuan untuk
menggali pertimbangan yuridis dalam menjatuhkan putusan
terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan
bipolar. Wawancara dengan psikiater ditujukan untuk
memahami aspek medis, termasuk sejauh mana gangguan
bipolar dapat’ /memengaruhi | kemampuan pelaku dalam
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu,
wawancara dengan petugas Lapas difokuskan pada
pemenuhan hak-hak narapidana bipolar, khususnya terkait
akses layanan kesehatan mental, perlakuan yang diterima
selama menjalani pidana, serta mekanisme pembinaan dan
pengawasan kondisi kejiwaan narapidana. Selain itu,
penyusun juga menganalisis putusan pengadilan mengenai

kasus penganiayaan dengan pelaku penderita bipolar, guna
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menelaah sejauh mana kondisi kejiwaan terdakwa
memengaruhi pertimbangan hakim dalam proses peradilan.
Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang
memberikan penjelasan, analisis atau interpretasi terhadap
bahan hukum primer.?? Bahan hukum sekunder yang akan
penyusun gunakan diperoleh melalui bahan dokumen, seperti
peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan bahan
lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan yakni
sebagai berikut:
a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Jiwa
¢) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
d) .Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan
¢) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia (HAM)

22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2017), him. 167.
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f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

g) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015
tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk
Kepentingan Penegakan Hukum

3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah sumber pendukung yang bersifat
referensial.”> Bahan hukum tersier yang akan penyusun
gunakan terdiri ensiklopedi seperti Kamus Besar Bahasa
Indonesia atau sumber lain yang dapat diakses melalui
internet sebagai bahan non hukum yang cukup membantu

proses analisis penyusun terhadap pembahasan.
5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan
untuk. 'memperoleh ~informasi yang ‘dibutuhkan. dalam rangka
mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penyusun akan
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Pengamatan (Observasi)

2 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia
Publishing, 2006), him. 315.
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Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara
sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek
penelitian.* Observasi sesungguhnya tidak terbatas pada
observasi secara langsung, namun juga dapat dilakukan
secara tidak langsung.

2) Wawancara (Interview)
Metode wawancara merupakan salah satu teknik yang sering
digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari
seseorang atau kelompok orang. Menurut Moleong,
wawancara digunakan untuk menggali  perspektif,
pengalaman dan pemahan narasumber terhadap suatu
masalah.?® Seiring dengan perkembangan zaman, wawancara
dapat dilakukan melalui media-media tertentu seperti
telepom, e-mail, atau video call melalui aplikasi zoom
ataupun google meet.

3) .Dokumentasi
Dokumentasi adalah ‘teknik’ pengumpulan data melalui
dokumentasi menggunakan penghimpunan serta analisis

dokumen gambar. Sebagian besar data yang tersedia adalah

24 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, ( Yogyakarta: UGM Press, 2007),
him.106.

25 Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2018)
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berbentuk surat-surat, laporan, catatan harian, peraturan,

biografi dan lainnya yang tersimpan.?¢

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penyusun melakukan sebuah
penelitian guna mendapatkan dan mempelajari data yang
dibutuhkan. Pada penelitian ini, yang akan menjadi lokasi penelitian
adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas [IB Yogyakarta
dan Pengadilan Negeri Kelas IA Sleman. Pemilihan lokasi tersebut
memungkinkan penyusun untuk mengakses informasi yang
dibutuhkan, baik melalui wawancara dengan narasumber maupun
melalui dokumen resmi seperti putusan pengadilan dan regulasi

pemasyarakatan.

7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengevaluasi data yang telah
dikumpulkan dengan memberikan interpretasi tertentu, baik yang
bersifat mendukung, menentang, mengkritik maupun menambah
informasi.’’ Dalam penelitian ini digunakan analisis dengan

pendekatan kualitatif guna memahami fenomena hukum dengan cara

hlm. 126

26 Rully Indrawan, Metodelogi Penelitian, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), him.139
27 Muhaimin, Meftode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020),
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mendeskripsikan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Analisis
kualitatif akan membantu penyusun untuk menjelaskan bagaimana
pertimbangan hakim serta kesesuaian putusan pengadilan dengan
ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku
dengan gangguan jiwa sebagaimana diatur dalam KUHP serta

prinsip-prinsip hukum lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi sebagai kerangka atau urutan logis
secara sistematis berkaitan dengan materi yang tercantum dalam penelitian.
Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab,
sebagaimana dibawah ini:

Bab pertama, Pembahasan terkait pendahuluan yang tersusun dari
latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, yakni tinjanan umum’ mengenai pertanggungjawaban
pelaku tindak’ pidana penganiayaan yang mengidap, gangguan bipolar.
Dalam bab ini akan terbagi menjadi 6 sub bab pembahasan. Sub bab pertama
menjelaskan mengenai Tindak Pidana, sub bab kedua menjelaskan
mengenai Penganiayaan, sub bab ketiga menjelaskan mengenai Gangguan
Jiwa, , sub bab keempat menjelaskan mengenai Gangguan Bipolar, sub bab
kelima menjelaskan mengenai Pertanggungjawaban Pidana, dan sub bab

keenam menjelaskan mengenai Wali Kemasyarakatan.
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Bab ketiga akan membahas mengenai gambaran umum tentang
upaya pemulihan pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengidap
gangguan bipolar oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 1B
Yogyakarta.

Bab keempat berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan.
Dalam bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama yakni
Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana
penganiayaan yang pelakunya mengidap gangguan bipolar, dan sub bab
kedua yakni bagaimana pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan
pemenuhan hak terhadap narapidana pengidap gangguan bipolar selama
masa pertanggungjawaban pidana.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari

hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan yang pelakunya
mengidap gangguan bipolar tetap menjatuhkan pidana dan tidak
menerapkan alasan pemaaf karena tidak adanya Visum et Repertum
Psikiatrikum yang membuktikan hilangnya kesadaran atau kendali diri total,
sehingga bipolar hanya dianggap sebagai faktor meringankan, bukan
menghapus pertanggungjawaban. Dengan demikian, pertimbangan hakim
lebih mengutamakan asas kepastian hukum dibandingkan keadilan
substantif.

Pemenuhan hak narapidana pengidap gangguan bipolar di Lapas Perempuan
Kelas IIB Yogyakarta pada dasarnya sudah dilaksanakan sesuai prinsip
pemasyarakatan dalam UU No. 22 Tahun 2022. Namun pelaksanaannya
belum optimal; karena tidak adanya. psikolog/psikiater tetap, kurangnya
pelatihan petugas dalam menangani gangguan jiwa, serta belum adanya
program’ pembinaan khusus'sesuai kebutuhan mental bipolar. Akibatnya,
pemenuhan hak masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya
mencerminkan nilai humanisasi, pengayoman, dan nondiskriminasi,
sehingga pemulihan mental narapidana bipolar belum terwujud secara
substantif sehingga memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan
kompetensi petugas, dan kolaborasi lintas lembaga agar hak-hak narapidana

bipolar benar-benar terpenuhi.
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B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang telah dipaparkan, maka

penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1.

Pertimbangan hakim diharapkan lebih mengedepankan pemeriksaan klinis
mendalam melalui Visum et Repertum Psikiatrikum dan keterangan ahli
psikiater sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 77 Tahun 2015,
sehingga kondisi kejiwaan terdakwa dapat dinilai secara objektif. Dalam
perkara pelaku penganiayaan yang mengidap bipolar, penting agar majelis
hakim tidak hanya menilai kesadaran fungsional terdakwa di persidangan,
tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis dan fase gangguan bipolar
pada saat perbuatan terjadi. Dengan demikian, putusan dapat
mencerminkan asas keadilan substantif, bukan hanya kepastian hukum,
serta lebih sejalan dengan pendekatan rehabilitatif dalam Undang-Undang
No. 1 Tahun 2023 dan teori psikologi kriminal.

Lapas Perempuan Kelas 1B Yogyakarta perlu memperkuat pemenuhan hak
narapidana bipolar dengan menyediakan psikolog atau psikiater tetap,
meningkatkan kempetensi petugas melalui pelatihan khusus penanganan
ODG@GJ, dan merancang program pembinaan yang terdiferensiasi sesuai
kebutuhan mental warga binaan bipolar. Selain itu, diperlukan koordinasi
lebih intensif antara Lapas, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah,
dan fasilitas kesehatan jiwa untuk menjamin kesinambungan layanan medis
dan rehabilitatif. Langkah ini penting agar pemenuhan hak tidak sekadar

administratif, tetapi benar-benar mencerminkan nilai humanisasi,
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pengayoman, dan nondiskriminasi, sehingga proses pemasyarakatan dapat

mewujudkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial secara optimal.
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Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta,

https://lppjogia.kemenkumhany: goud/profil/tentane-satuans

kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi, di akses 14 Oktober 2025 Pukul 11:28

WIB.

Pengawasan pada Program Pembinaan Narapidana,

https://www.ditjenpas.go.id/pengawasan-pada-program-pembinaan-

narapidana, di akses pada 01 November 2025 Pukul 14.42 wib.


https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-penganiayaan-berat-yang-sebabkan-kematian-lt6523a44cc1f51/
https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-penganiayaan-berat-yang-sebabkan-kematian-lt6523a44cc1f51/
https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya
https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder
https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8/#_ftn1
https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8/#_ftn1
https://lppjogja.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi
https://lppjogja.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi
https://www.ditjenpas.go.id/pengawasan-pada-program-pembinaan-narapidana
https://www.ditjenpas.go.id/pengawasan-pada-program-pembinaan-narapidana
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Wawancara

Wawancara dengan Ibu Stefvani Chania, S.Psi., M.Psi., Psi Selaku Psikolog Klinis

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bintan.

Wawancara dengan Ibu Uun Undiarti selaku Bidan di Klinik Lembaga
Pemasyarakatan perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 29 Oktober

2025.

Wawancara dengan Ibu Septya Savintha Hellara selaku petugas pembinaan
kemandirian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 29

Oktober 2025.

Wawancara dengan Ibu Heti Setyoningsih selaku wali pemasyarakatan Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 29 Oktober 2025.

Wawancara dengan Ibu Hermawati selaku Regu Pengaman di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 10 November

2025.

Wawancara' dengan' [bu Riski Maulida selaku Perawat di /Klinik Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas. [IB Yogyakarta, Tanggal 10 November

2025.

Wawancara dengan S salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengidap
gangguan mental di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 1IB

Yogyakarta, Tanggal 10 November 2025.
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Wawancara dengan ibu Intan Tri Kumalasari, S.H. selaku hakim di Pengadilan

Negeri Kelas IA Sleman, Tanggal 20 November 2025



	HALAMAN JUDUL
	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
	PENGESAHAN TUGAS AKHIR
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	1. Tujuan Penelitian
	2. Kegunaan Penelitian

	D. Telaah Pustaka
	Telaah Pustaka atau Kajian Literatur adalah kajian yang bertujuan untuk memahami penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti oleh penyusun, guna menghindari kesamaan penelitian. Berikut penelitian-penelitian yang re...
	E. Kerangka Teoritik
	F. Metode Penelitian
	1. Jenis Penelitian
	2. Sifat Penelitian
	3. Pendekatan Penelitian
	4. Bahan Hukum Penelitian
	5. Metode Pengumpulan Data
	6. Lokasi Penelitian
	7. Metode Analisis Data

	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA

